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Abstrak 

Reni Oktaviani /222013160 /20I7 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang UIu Palembang/ Perpajakan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan 
berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Seberang UIu Palembang Tujuannya untuk 
Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama 
Seberang UIu Palembang. 

Jenis penelitian ini adalah kausalitas. Penelitian diiakukan di Kantor Pajak Pratama Seberang UIu Palembang. 
Variabel penelitian ini adalah Modernisasi Sistem Administrasi. Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. 
Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder Teknik pengumpulan data dengan wawancara Iangsung 
kepada wajib pajak dan pegawai pajak dan dokemenlasi yang berupa jumlah wajib pajak yang melapo'"kan tahun 
201 1-2015. .Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan analisis data kuatitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi dan sanksi peipajakan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pralama Seberang UIu Palembang. 

Kala kimci: Modernisasi Sistem Administrasi. Sanksi Terpa/akan. Kepaliihan Wajib Pajak. 



Abstract 

Reni Oktaviani 2220I3I60'20I7' The influence of mcKlenhzation of Tax Administration Systems and sanctions 
through TaxfKiyer Compliance in Kl'P Pratama Seberang UIu Paiembany. 

The formulalion of this research is whether the modernization of Pax Administration Systems and sanctions to 
Taxpayer Compliance in KPP Pratama Seherany UIu Palembany. The objectives of the reasearh for the 
modernization of the system of the administration of Tax Complience and sanctions throiiyh the taxpayer in the 
KPP Pratama Seherany UIu Palembang. 

Ihe method of the research used the causality. It was conducted at the tax office Pratama Scherang UIu 
Ca/embang I 'anable study was the modernization of the system of Administrative Sanctions, taxation and 
Taxpayer Compliance. The data used ere the primary and secondary data, l-'or colleling the data u.ied 
interviews diivdly to taxpayers and tax officers and documentanon in the form of the niiml^er of laxpaytr who 
report in 2011-2015. The analysis of the data used the analysis of quantitative data qualitative data analysis. 

The research re.sidls sT.owed that the modernization of the tax admaiislratioti .system and .sanctions take t ffcet 
significantly to taxpayer compliance in KPP Pnitama S''beiang ('In Palembang. 

Keywords : Modernization Administration System, Tax Sanction. Taxpayer Compliance. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerimaan pajak merupakan sumber utama negara yang digunakan untuk 

pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Untuk menciptakan masyarakat yang 

adil dan makmur, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor secara 

ierus menerus. Namun, sebagai upaya mewujudkan kemandirian negara, 

pemerintah melakukan peningkatan penerimaan dalam negcri kiiususnya dari 

sektor pajak. 

Pajak adalah iuian rakyat yang disetorkan kepada kas negara berdasarkan 

Undang-undang sehingga dapat dipaksakan walaupun tanpa mendapat balas jasa 

secara Iangsung. I*ajak merupakan salah satu penerimaan pcnling bagi penerimaan 

negara dimana dari hasil pcndapatan dari sektor pajak tersebut digunakan untuk 

pembiayaan Ai*BN (Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara). 

Program dan kcgiatan reformasi administrasi pcrpajakan diwujudkan dalam 

penerapan Modcmisasi sistem administrasi perpajakan yang memiliki ciri khusus 

antara lain stmktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kcbijakan dibidang 

sumber daya manusia. Selain itu, sistem modernisasi administrasi perpajakan juga 

merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya mclalui pengembangan Sistem 

Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi sistem administrasi 

perpajakan terpadu (SAPT) yang dikendalikan olch case management system 

1 
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dalam workflow system dengan berbagai modul otonomi kantor scrta berbagai 

pelayanan penerapan Kode Etik Pegawai Direktoral Jenderal Pajak yang mengatur 

perilaku pegawai dalam melakukan tugas. 

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia sekarang dihandingkan beberapa 

tahun sebclumnya sangat berbeda. Hal ini terlihat dari pelaksanaan laporan 

bulanan dan laporan iahunan serta pengurusan administrasi pcipajakan yang 

sekarang ini telah direformasi perpajaka any a. Sistem administrasi perpajakan 

yang baik sekarang ini menjadi hal yang menarik dan sudah merupakan kcwajiban 

dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Suatu hai penting lainnya lagi, bahwa 

pengelolaan pajak memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pengelolaan 

layanan umum instansi pemerintah, seperti pengelolaan kesehalan. pendidikan, 

tcnaga kerja, pekerjaan umum dan laiimya. Perbedaan karakteristik ini 

ditunjukkan dengan berbagai upaya yang diiakukan yang pada akhirnya 

begaimana masyarakat agar mau membayar pajak, ditengah tidak adanya 

kontraprestasi secara Iangsung yang diperoleh pembayar pajak sendiri. 

Konsep modernisasi perpajakan di indonesia berbeda dengan negara-negara 

lainnya. Hal ini disesuaikan dengan konsep pelayanan yang prima, adanya 

pengawasan yang insentif dan dikaitkan dengan pciaksanaaan good governance. 

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi olch penegak hukum pcrpajakan 

mclalui dilerapkannya sanksi perpajakan. Rendahnya sanksi perpajakan akan 

mengancam kepatuhan pajak karena wajib pajak akan menuntut layanan pajak 

yang maksimal jika mereka sudah membayar pajak dengan baik. Sanksi 
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perpajakan merupakan pcmberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi 

kcwajibannya sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan perpajakan 

yang beriaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang kctentuaan umum 

dan lata cara pcrpajakan. Agar pcraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada 

sanksi pcrpajakan bagi para pelanggamya. 

Penerapan sanksi pcrpajakan baik administrasi (denda. bunga dan kenaikan) 

dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun 

peneiapan sanksi harus konsisten dan beriaku terhadap semua wajib pajak yang 

tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi wajib pajak bahwa uang pajak 

digunakan olch Pemerintah secara transparun dan akuntabilitas mendorong 

kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewaiiban pembayaran pajak bila 

uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemenntahan yang bersih 

dan bcrwibawa {good governance) serta pembangunan. Penerapan perlakuan 

perpajakan yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak 

karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehal dalam dunia usaha. 

Sebaliknya perlakukan pcrpajakan yang diskriminasi justru mengakibatkan 

rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. 

Penelitian-peneiitian lerdahulu telah banyak membahas tantang kepatuhan 

wajib pajak dan faktor-laktor yang mcmpengaruhinya. Seperti penelitian yang 

diiakukan oleh Gede dkk (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan lerhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pralama Bandung 1 'tara. I lasil penelitiannya bahwa 

variabel .struktur organi.sasi, manajemen sumber daya manusia dan good 
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governance berpengaruh siginifikan pada kepatuhan wajib pajak. Variabel proses 

bisnis dan teknologi inrormasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Utara. 

Zaenuddin (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sanksi Pcrpajakan, 

Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modem 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pralama Banyuwangi. Basil penelitian 

yang diiakukan menunjukkan bahv/a sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan 

penerapan sistcm administrasi peipajakan modem berpengaruh lerhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti dari nilai probabiiitas signitikansi untuk 

variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan sebesar 0,001, variabel 

kualitas pelayanan sebesar 0,045, dan variabel penerapan sistcm administrasi 

perpajakan modern sebesar 0,010 yang masing-masing lebih kecil dari 0,05. 

Renny (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak. Hasil 

penelitiannya bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan arah positif yang artinya apabila sanksi pcrpajakan tinggi maka kepatuhan 

wajib pajak mcningkat. Besarnya pengamh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dipengaruhi sebesar 78,8% sementara sisanya 21,9% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar sanksi pcrpajakan. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang paling sering dialami oleh 

kantor-kantor pcla_\anan pajak di indonesia. Salah salunya iaiah kantor pelayanan 

pajak seberang ulu palembang. Pada KPP Pratama Palembang Seberang UIu ini 
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tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan S[*T-nya 

tepat waktu masih sangat rendah. Wajib pajak merupakan salah satu wajib pajak 

vang diminta untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang 

lerhutang. 

Direktorat Pajak telah melakukan suatu bentuk refonnasi perpajakan serta 

perlu melakukan suatu bentuk tindak peningkatan atau penegasan terhadap sanksi 

perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak yang beidampak pada 

penerimaan negara. Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan 

sangat penting dan konstruktif uniuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai 

kepcntingan lerhadap pajak dan modernisasi perpajakan yang diiakukan 

merupakan bagian dari refonnasi perpajakan secara komprchensif sebagai satu 

kesaluan diiakukan terhadap 3 pokok yang secara Iangsung mcnyentuh pilar 

pcrpajakan yaitu bidang administrasi, bidang pcraturan dan bidang pengawasan. 

Fakla yang terjadi kewenangan yang diberikan tidak sepcnuhnya dijalankan 

olch Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pcrpajakannya. .lustru membuat 

wajib pajak menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban 

pcrpajakannya. Hal ini ditujukkan dengan rendahnya wajib pajak yang melapor 

SPT mereka dihandingkan populasi wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib 

pajak. Namun. hal lersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama seberang ulu 

membuat kebijakan dengan niciiggutiakan sistcm komunikasi dan teknologi 

informasi terkini yang dikenal dengan sebutan c-sysfetn antara lain (pembayaran 

pajak secara online), c-rcgisiras/on (pendaflaran wajib pajak melalui internet), /> 

SPT (pengisian SPT melalui [irogram yang telah disediakan D.IP). c-fil/ing 
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(pelaporan pajak melalui internet) dan e-counseling (konsultasi secara online) 

yang lebih terhadap penyampaian SPT kepada wajib pajak dengan tujuan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palembang Seberang Ulu dapat dilihat dari Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) 

tahunan yang dilapor yang disajikan pada tabel berikut: 

Tabel I . i 
KPP Pratama Seberang Ulu Palembang 

Data Perkenibangaa Pelaporan SPT 1 ahunan 
Tahun 20U-2015 

Tahun Wajib 
Pajak 

Terdaftar 

Melaporkan 
SPT Tahunan Jumlah Wajib 

Pajak yang 
Melaporkan SPT 

% 
Tingkat 

Kepatuhan 

Tahun Wajib 
Pajak 

Terdaftar 
Manual E SPT 

Jumlah Wajib 
Pajak yang 

Melaporkan SPT 

% 
Tingkat 

Kepatuhan 
2011 28.400 15.921 15,921 56 % 
2012 34.669 17.736 49 17.785 51 % 
2013 40.197 17.277 17 17.294 43% 
2014 46.148 19.112 2.414 21.526 46% 
2015 51.856 16.173 6.174 22.347 43 % 

Sumber : KPP Pratama Seberang Ulu 2016 

Hasil survei pendahuluan yang penuiis lakukan dengan wawancara Iangsung 

kepada Bapak Hamdi Budi Utama dan Bapak Hutamol Fitri Pegawai di KPP 

Pralama Seberang Ulu Palembang masih ada wajib pajak yang kurang memahami 

sistem admnistrasi perpajakan dan sistem administrasi modem maka dari itu wajib 

pajak masih melaporkan dan menyampaikan secara manual Disainping itu sanksi 

perpajakan yang lelah diterapkan masih banyak wajib pajak yang melanggar hal 

Itu. Namun ada beberapa hambatan yang dihadapi di KPP Pratama Seberang Ulu 

Palembang yaitu Aspek teknologi informasi masih memiliki hambatan terutaina 

dalam hal teknis yailu dengan terjadinya gangguan sistem komputer ataupun 
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dalam hal teknis yaitu dengan teijadinya gangguan sistem komputer ataupun 

jaringan sistem penghubung antara komputer yang satu dengan yang lainnya yang 

mengakii^-atkan data wajib pajak tidak dapat diakses dan diproses sehingga 

berkaitan dengan Pelayanan Terpadu yang melayani wajib pajak dan 

menyebabkan terjadinya pcnumpukan data wajib pajak yang akan di input. 

Hambatan lainnya adalah dari nengetahuan wajib pajak akan fasilitas teknologi i 

nformasi yang disediakan oleh kantor pajak masih kurang, hal tersebut 

menycbabkan wajib pajak masih merasa kcsulitan dan malas dalam melaksanakan 

kewajiban pcrpajakannya. Sehingga pelaksanaan modernisasi masih mengalami 

kcsulitan karena wajib pajak beranggapan bahwa melaksanakan kcgiatan pajak 

adaiah hal yang berbelii-belii dan inenyulitkan. Masalali-masalali ini cukup 

berpengaruh dalam kegiatan administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanari 

Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang. 

Fenomena seperti diatas yang menuntut aparatur negara yang bersih, cakap, 

dan berwibawa serta pcrlunya meningkatkan sanksi perpajakan kepada 

masyarakat yang benar-benar diterapkan secara profesional dengan prosedur yang 

seder hana. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penuiis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan 

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama 

Seberang Ulu Palembang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka pennasalahan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah Apakah Modernisasi Sistem 

Administrasi dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. 

D. Manfaat Peneiitiar. 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak antaranya : 

1. Bagi Penuiis 

Manfaat penelitian yang didapatkan penuiis adalah untuk menambah 

pengetahuan dan juga memperoleh gambaran Iangsung tentang Pengaruh 

Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. 

2. Bagi Kantor Pajak di Kota Palembang 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan acuan agar 

kebijakan yang diambil selaiu menyesuaikan bagi perusahaan dalam 

meningkatkan sanksi perpajakan tehadap kepatuhan wajib pajak. 



9 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rcferensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan serta menjadi auuan atau kajian bagi penulisan 

dimasa yang akan datang dalam lingkup pendidikan formal yaitu untuk bidang 

akademis karena dapal memperluas wawasan tentang sistem administrasi dan 

sanksi perpajakan. 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Sebclumnya 

Penelitian sebclumnya yang diiakukan Gedc dkk (2016) dengan judul 

Pengaruh Modcmisasi Sistcm Administrasi Perpajakan lerhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan mcnguji Pengaruh 

Modernisasi Sistcm Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi. Kantor pelayanan pajak pratama bandung utara digunakan sebagai 

tcinpal penelitian dengan memilih wajib pajak orang pribadi sebagai sainpel 

penelitian. Sanipcl yang digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi dengan 

tcknii: cluster sampling. Teknik pengumpuian data diiakukan dengan 

menggunakan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel struktur organisasi. manajemen sumber daya manusia dan good 

governance berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Variabel proses 

bisnis dan teknologi infomiasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada 

kepatuhan wajib pajak dikantot pelayanan pajak pratama bandung utara. 

Penelitian sebclumnya diiakukan Zaenuddin (2014) dengan judul Pengaruh 

Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem Administrasi 

Perpajakan Modem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) nienganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan uajib 

pajak. (2) nienganalisis pengaruh kualitaspclayanan lerhadap kepatuhan wajib 

10 
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pajak, dan (3) menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan 

modem terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, dan menggunakan data primer bempa respon tertulis yang diberikan 

kepada subyek penelitian (responden) sebagai tanggapan atas pemyataan tertulis 

(kuisioner) yang diajukan oleh peneliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan convinience sampling. Uji hipotesis diiakukan dengan 

menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang diiakukan 

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem 

administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Hal ini terbukti dari nilai probabiiitas signifikansi uniuk variabel persepsi wajih 

pajale atas sanksi perpajakan sebesar 0,00i, variabel kualiia^ pelayanan sebesar 

0,045, dan variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 

0,010 yang masing-masing lebih kecil dari 0,05. 

Penelitian sebclumnya diiakukan Putu Aditya (2015) dengan judul Pengaruh 

Sanksi Perpajakan. Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan 

Wajib Pajak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi 

pcrpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak restoran di Dinas Pcndapatan Kota Dcnpasar. Populasi 

penelitian ini adaiah seluruh wajib pajak rcstoran yang terdaftar di Dinas 

Pcndapatan Kota Dcnpasar lahun 2013 sebanyak 544 wajib pajak. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan 

hasil analisis dikctahui bahwa sanksi perpajakan. kualitas pelayanan, dan 
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kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak restoran di Dinas Pcndapatan Kota Dcnpasar. 

Tabel l l . l 
Penelitian Scbelumnya 

No Judul, Nama, dan 
Tahun Peneliti 

Persamaan Perbedaan 

1. Pengaruh Sanksi 
Perpajakan, Kualitas 
Pelayanan Dan 
L'iii'%cbB<ri r\c\ r\ *s 1 rCJtClcipilN oleiiCIIl 
Administrasi Perpajakan 
Modem Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
di KPP Pratama 
Banyuwangi 
Zaenuddin (2014) 

Persamaan penelitian 
sebclumnya dengan 
penelitian sekarang 
A/^Aitii '̂inlz*;! yallU NftllKẐ I 
perpajakan dan sistem 
administrasi 
perpajakan modem 

Perbedaan penuiis 
dengan penelitian 
sebelummya mengenai 
ENUaltlclo Uda^valldtl 
terhadap kepatuhan 
•Aajib pajak orang 
pribadi 

2. Pengaruh Sanksi 
Perpajakan. Kualitas 
Pelayanan Dan 
Kewajiban Moral Pada 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Putu (2015) 

Persamaan penelitian 
scbelumnya dengan 
penelitian sekarang 
yaitu mengenai sanksi 
perpajakan. 

Perbedaan penuiis 
dengan penelitian 
scbelumnya mengenai 
kualitas pelayanan dan 
kewajiban moral pada 
kepatuhan wajib 
pajak. 

3. 
Pengaruh Modernisasi 
Sistem Administrasi 
Perpajakan Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
Gedc (2016) 

Persamaan antara 
pcnulis dengan 
penelitian scbelumnya 
yaitu icrletak pada 
kcsamaan menelit! 
mengenai modernisasi 
sistcm administrasi 
perpajakan. 

Perbedaan pcnulis 
dengan penelitian 
sebclumnya mengenai 
sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 

Sumber : Penuiis 2017 
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B. Landasan Teori 

1. Modernisasi Sistem Administrasi Pcrpajakan 

a. Pengcrtian Pajak 

Fidel (2010: 4) Mengemukakan bahwa Pajak adalah harta kckayaan 

rakyat yang berdasarkan undang-undang atas penghasilannya tersebut, maka 

sebagiannnya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat 

kontiaprcslasi. 

Sit: (2014: 1) Mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsug dapat 

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Sementara itu, jika mengacu kepada Undang-tJndang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pcrpajakan pada Pasa! 1 

Angka 1 disebutkan bahwa ani pajak adalah Kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

Iangsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-bcsarnya 

kcmakmuran rakyat. 

Dari pengcrtian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayaranya menurut pcraturan UU dengan tidak mendapatkan prestasi 

kembali. yang Iangsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk 



membialai pengeluaran-pengcluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

b. Jcnis-Jcnis Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011: 5-6) jenis-jenis pajak berdasarkan 

golongan.sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu : 

1) Menurut golongannya 

a) Pajak Iangsung. yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan lidak dapat Jibebankan atau dlilimpahkan kepada orang 

lain. Conloh pajak penghasilan. 

b) Pajak tidak Iangsung. yaitu pajak ang pada akhirnya dapal dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai. 

2) Menurut sifatnya 

a) Pajak subjektif. yaitu pajak yang berpangkal atau berdaarkan pada 

subjeknya dalam arli memperhatikan kedaan diri wajib pajak. Conloh 

pajak penghasilan 

b) Pajak objcktif. yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan kcadaan diri wajib pajak. Contoh pajak pcnjualan alas 

barang mewah. 

3) Menurut lembaga peniungutannya 

a) Pajak pusat. yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak 

pertambahaii nilai. 
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b) Pajak daerah, yailu pajak yang dipungut oleh pemeririntah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Fungsi Pajak 

Mardiasmo (2011: 1-2) ada dua fungsi pajak yaitu ; 

1) Fungsi budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengciuaran-pengeluarannya. 

2) Fungsi mengatur (regulcrend) 

Pajak sebagai ala* ukur mengatur alau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang soasial dan ekonomi. 

Pingeriian Sistem Administra.si Pcrpajakan Modern 

Rahayu (2010: 93) Administrasi merupakan suaiu proses yang 

dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan 

dengan cara memanfaatkan orang dan material mclalui koordinasi dan 

kerjasama. Salah satu indikator adminsitrasi perpajakan yang baik adalah 

tingkat eficnsi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus 

pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang 

diiakukan oleh kantor pajak lebih kecil dari pada jumlah pajak yang berhasil 

dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak sistcm pemungutan pajak dikatakan 

efisien jika biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi 

kcwajiban pcrpajakannya bisa seminimal mungkin. 
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Fidel (2010: 52) Konsep Modernisasi pcrpajakan yang diiakukan 

Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus diiakukan mulai dari sarana dan 

prasarana hingga modcmisasi dari petugas pajak iti- sendiri. 

Hery Purwono (2010: 17) Berdasarkan paradigma berbasis fungsi 

dalam kerangka good governance tersebut, ruang I ingkup modernisasi 

meliputi tiga hal sebagai berikut: 

1) Resi ̂ ukturisasi Organisasi. 

Disini kantor pusal tidak niclaksanakan kegiatan opeiasional 

sehingga fungsi pengawasan terhadap unit vcrtikal dan pegawai 

menjadi lebih fokus. 

2) Perbaikan bussines process 

Yakni dengan adanya built-in control system yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi terkini, termasiik pengembangan 

manajemen penanganan keiuhan, sistcm dan prosedur kerja yang 

sekaligus berfungsi sebagai internal check serta penyempumaan 

manajemen arsip dan pelaporan. 

3) Penyempumaan sistcm manajemen sumber daya manusia 

Dalam hal ini akan diiakukan pemetn terhadap seluruh pegawai 

unluk mengetahui karakteristik dari tiap pegawai. 

Fidel (2010: 52) Adapun tugas dan fungsi tcrsebut antara lain : 

a) Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem 

dan prosedur, dan kebijakan dibidang sumber daya manusia. 
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b) Memodernisasi pcraturan yang terdiri dari penyerderhanaan prosedur 

administrasi dan ketentuan perpajakan lainnya dan, 

c) Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan Administrasi 

perpajakan. 

Hery Purwono (2010: 18) Penerapan sistem administrasi 

peipajakan modem ini merupakan indikasi positif dari pihak 

pemerintah unluk secara bersama-sama dengan masyaraknt Wajib 

Pajak secara efektif ilan efisien. Keunggulaii penerapan sistem 

incdcm antara lain : 

(1) Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi 

pelayanan, pengawasan, pcmeriksaan dan pembinaan. 

(2) Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajih Pajak lebih 

efektif karena diiakukan melalui mediator khusus yaitu Account 

Representative (setiap wajib pajak memiliki Account 

Representative khusus. 

(3) Proses pelaksanaan pekerjaan baik unluk pelayanan, 

pengawasan maupun pcmeriksaan menjadi lebih efisien dn 

mcngurangi birokrasi sehingga cost oj compliance relalif lebih 

rendah. 

(4) Manajemen pcmeriksaan lebih efisien dan efektif karena berada 

dalam satu unit dan sumber daya manusia dispesialisasikan pada 

sektor tertentu. 
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e. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi 

Pandiangan (2008 : 7) tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk 

menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajaka", yaitu : 

1) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi 

2) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrsi perpajakn yang 

tinggi 

3) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi 

2. Sanksi Pcrpajakan 

a, Pcngetian Sanksi Perpajakan 

Sanksi pcrpajakan dapal diterapkan sebagai akibat terpenuhinya 

kewajiban perpajakan olch wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oieh 

undang-undang pcrpajakan. 

Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menycbabkan 

terpenuhinya kcwajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh karena 

mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal 

dalam usahannya menyeludupkan pajak. 

Apabila kembali kepada konsep perpajakan, yang dapat dilihat dari 

definisi istilah pajak itu sendiri, maka pengenaan sanksi perpajakan adalah 

sejalan dengan karakteristik bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib 

yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 

7 UU KUP dinyatakan juga bahwa maksud pengenaan sanksi administrasi 
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adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Ahmad Komara (2012: 120-128) dalam bidang perpajakan sanksi 

dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yakni sanksi administrasi yang meliputi 

sanksi bunga, denda dan kenaikan dan sanksi pidana yang terdiri dari pidana 

kurungan dan pidana penjara ditambah denda sesuai kondisinya. 

1) Sanksi Administrasi 

a) Bunga 

Sanski administrasi dalam bentuk bunga dikenakan kepada wajib 

pajak atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk suatu masa 

pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. Besarnya sanksi 

administrasi bunga ditetapkan 2% (dua persen) per bulan dihitung 

sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan pelunasan atau 

pembayaran yang diiakukan oleh Wajib Pajak untuk paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan. 

b) Denda 

Sanksi administrasi denda dikenakan kepada wajib pjak sebagai 

akibat dari suatu tindakan pelamggaran terhadap ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

c) Kenaikan 

Sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan dikenakan terhadap 

Wajib Pajak karena terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar, tidak 

atau kurang dipotong, dipungut atau disetorkan dan adanya pengakuan 
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kompensasi yang tidak benar. Sanksi kenaikan dikenakan dalam 

bentuk persentasi tertentu dri jumlah pajak yang lerulang yang 

meliputi 50%, 100%, 150%, dan 200% dari jumlah pajak yang 

terutang. 

2) Sanksi Pidana 

Dalam kaitannya dengan tindak pidana dibidang perpajakan, maka 

hukuman yang dikenakan terhadap pclaku tindak pidana tersebut 

meliputi hukuman atau pidana penjara dan pidana kurungan penjara yang 

biasanya juga ditambah dengan denda sesuai dengan kondisi tindak 

pidana yang diiakukan. 

a) Sanksi Pidana Kurungan 

Sanksi pidana kurungan dapat dikenakan terhadap pelaku tindak 

pidana di bidang perpajakan yang meliputi Wajib Pajak ( Wakil, 

Kuasa, atau Pegawai) Pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh 

melakukan turut serta mengajurkan atau membantu melakukan tindak 

pidana di bidang perpajakan. Pidana kurungan dapat dikenakan 

sebagai akibat tindak pidana dibidang pcrpajakan. 

b) Sanksi Pidana Penjara 

Seperti halnya sanksi pidan kurungan, pidan penjara dapat 

dikenakan lerhadap pelaku tindk pidana di bidang perpajakan yang 

meliputi Wajib Pajak (Wakil, Kuasa, atau Pegawai) Pejabat atau pihak 

lainnya yang menyuruh melakukan turut scrta mcnganjurkan atau 

membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Pidana 
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penjara dikenakan sebgai akibat tindak pidana di bidang perpajakan 

karena kesengajaan. percobaan, atau pengulangan. 

3. Kepatuhan Wajih Pajak 

a. Pengcrtian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak 

dalarii menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib 

pajak yang tinggi. yaiiu kepatuhan dalam pemenuhait kewajiban 

perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan secara sukarcla mcrupakiMi tulang puiiggung dari 

self asscsment system dimana wajib pajak bcrtanggung jawab 

menctapkan sendiri kewajiban peipajakan keinudian secara akurat dan 

iepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. 

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting. karena jika wajib 

pajak tidak patuh maka akan menimbuikan keinginan untuk melakukan 

tindakan penghindara. pcnyeludupan. dan pelalaian pajak. Yang pada 

akhirnya menycbabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. 

Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan 

menyatakan wajib pajak yang patuh dilihal dari kepatuhan dalam 

mendaltarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak 

terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan 

pidana. 



22 

Fidel (2010: 53) Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang 

memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut: 

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

a) Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 3 

(tiga) tahun terakhir 

b) Penyampaian surat peniberitahuan masa yang terlambat dalam 

tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai november lidak 

lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidaak 

berturut-lurut 

c) Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana 

dimaksud pada butir b telah disampaikan tidak lewai dari balas 

waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak berikulnya. 

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. kecuali 

lunggakan pajak yang telah memperoleh izin niengangsur atau 

menunda pembayaran pajak. 

3) Laporan Keuangan diaudil oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualin selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidng 

perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun terakhir. 
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b. Jenis-Jenis kepatuhan 

Ada dua jenis kepatuhan , yaitu : 

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 

undang-undang perpajakan. 

2) Kepatuhan material adalali keadaan dimana wajib pajak secara 

subtantif atau hakikalnya memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. 

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 

C. Kerangka Pernikiran 

Modernisasi sistem administrasi mcnjpakan penyempumaan atau 

perbaikan kinerja administrasi baik secara individu.keiompok maupun 

kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Suatu administrasi 

perpajakn dikategorikan buruk jika adminstrasi pajak tersebut hanya mampu 

mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar darimsektor perpajakn yang 

mudah dipajaki seperti memajaki penghasilan gaji karyawan namun tidak 

mampu memungut pajak atas sektor lain yang potensi pajaknya besar. 

Sanksi perpajakan Sanksi Perpajakan dapat diterapkan sebagai akibat 

terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah 

diatur oleh undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak Kepatuhan Wajib 

Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang 

memenuhi kriteria tertentu 
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Berdasarakan uraian diatas dan landasan teori, maka disusun suatu model 

penelitian mengenai penelitian yang diiakukan. Mode! penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 11.1 

Kerangka Pernikiran 

H, 
Modernisasi Sistem 
Administrasi (X|) 

Kepatuhan Wajib 
Pajak (Y) 

Sumber : Penuiis, 2017 

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak 

sebagai objek utama dan juga sebagai variabel depeuden penelitian dan variabel 

lainnya sebagai variabel independen yaitu modernisasi sistem adminitrasi dan 

sanksi perpajakan. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, konsep serta kerangka pemikiran yang 

scbelumnya disajikan. Maka hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini 

adalah : 

Hi : Modernisasi Sistcm Adminisrasi tidak signifikan memengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Ho : Sanksi Perpajakan signifikan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. 



B A B I I I 

M E T O D E P E N E L I T I A N 

A . Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:53-55) Jenis-jenis mctode penelitian berdasarkan 

tingkat eksplanasinya dapat digoiongkan sebagai berikut: 

1. Pcneiitian Deskriptif 

Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan 

pemyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu 

variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, 

bukan variabel independen, karena kalau variahei independen selaiu 

dipasangkan dengan variabel depeuden). 

2. Penelitian Komparatif 

Penelitian komparatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat 

membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih 

sampel yang berbeda. 

3. Penelitian AsosiatiiyHubungan 

Penelitian asosiatif adalah suatu peryataan penelitian yang bersifat 

mcnanyakan hubungan antara dua variabel alau lebih. 

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian asosiatif 

dimana adanya pengaruh dari variabel terhadap variabel lain. Dalam konteks 

penelitian ini. sebagai variabel beba.snya adalah Modcmisasi Sistem 

Administrasi dan Sanksi Perpajakan sedangkan variabel terikatnya Kepatuhan 

Wajib Pajak . 
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B, Lokasi Penelitian 

Penelitian ini diiakukan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu yang 

beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.59 Plaju 14 Ulu Palembang 30264 

Telepon (0711) 513391 - 513394, Faksimili (0711) 513392. 

C. Operasional Variabel 

Tabel I l l . i 
Operasional Variabel 

i Variabel Definisi Indikator Skala 
Pengukuran 

Modernisasi 
Sistem 
Administrasi 
Perpajakan 
(X,) 

Modernisasi Sisiem 
Administrasi merupakan 
penyempumaan aiau 
perbaikan kinerja 
administrasi baik secara 
individu,kelompok 
maupun kelembagaan agar 
lebih efisien, ekonomis 
dan cepat. 

a. Restruktur 
organisasi 

b. Perbaikan bussines 
process 

c. Sistem manaiemen 
sumber daya 
manusia 

Skala 
Interval 

Sanksi 
Perpajakan 
(X2) 

Sanksi Perpajakan dapat 
diterapkan sebagai akibat 
terpenuhinya kewajiban 
perjiajakan oleh wajib 
pajak sebagaimana yang 
teiah diatur oleh undang-
undang perpajakan. 

a. Sanks! 
Administrasi 

b. Sanksi Pidana 

Skala 
Interval 

Kepatuhan 
Wajib Pajak 
(Y) 

Kepatuhan Wajib Pajak 
yang ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak 
sebagai Wajib Pajak yang 
memenuhi kriteria tertentu 

a. Kepatuhan Formal 
b. Kepatuhan 

Material 

Skala 
Interval 

Sumber : Penuiis 201 / 

D. Populasi dan Sampel 

Menurut Nurvaman dan Veronica (2015: 101) . populasi menunjukkan 

seluruh kelompok orang kejadian atau sesuatu yang menjadi kclcrtarikan peneliti 
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untuk diinvestigasi. Sampei adalah bagian dari populasi, sampel berisi bebrapa 

anggota yang dipilh dari populasi. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak yang terdaftar di 

kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang sejumlah 51.856 

wajib pajak. Jumlah sampel yang digunkan menggunakan teknik sclvin dengan 

rumus sebagai berikut: 

,V 

Keterangan : 

n ; Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e : batas toleransi kesalahan (erorr tolerance ) 

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu 

Wajib Pajak yang Terdaftar Taliun 2015 tercatat sebanyak 51.856 Wajib Pajak 

oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan persen kelonggaran 

sebesar 10% adalah : 

_ 51.856 
^ X+51.856 (10%)2 

n - 99.80 pembulalan 100 

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak sedangkan jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak pada KPP 

Pralama Seberang Ulu I*alembang. Pcnulis mengambil populasi dan sampel 
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wajib pajak karena yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak 

yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. 

E . I/ata yang Diperlukan 

Menurut Sugiyono(2012: 404-425) jenis data yang diperlukan 

berdasarkan cara memperolehnya adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapal dari sumber pertama baik 

pengisian kuesioner yang biasa diiakukan oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabci atau 

diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses 

lebih lanjut. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekuder. Data primer dalam penelitian ini bcrupa kuesioner dan data 

sekunder bcrupa gambaran umum dan struktur organisasi. 

F. IMetodc Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012: 403-425) dilihat dari scgi cara atau teknik 

pengumpulan data dapat diiakukan .sebagai berikut: 
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1. Interview (Wawancara) 

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. 

2. Kuesioner (angkel) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpuian data yang diiakukan dengan 

cara memberi sepcrangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

menjawabnya. 

3. Observasi 

Observasi merupakanpcngamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gcjala-gejala yang diteliti. 

4 Dokumentasi 

Dokumenlasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan,gainbar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi.Wawancara dan Kuesioner 

dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan menyebar kuesioner 

yang berisi pertanyaan yang bersumber dari berbagai indikator yang 

dikembangkan dari setiap variabel penelitian kepada Wajib Pajak Di KPP 

Pratama Seberang Ulu Palembang. 
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G. Analisis Data dan Teloiik Analisis 

Menurut Sugiyono ( 2010: 13-14) Penelitian dapat diklasifikasikan dalam 

berbagai sudut pandang,penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data 

yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif yaitu melude analisis dengan menggunakan data 

berbentuk angka alau data kualitatif yang diangkakan. 

Meiode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitaiif dan kualitatif. Analisis kuantitatif diiakukan dengan menggunakan 

pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut 

akan dijelaskan menggunakan kalimal-kalimat. Dengan kata Iain, analisis 

kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis 

kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner 

dengan menggunakan tabulasi dan dibantu oleh Statistic Program For Special 

Science (SPSS) yang berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner. 

Menurut Sugiyono (2010: 132-136) berbagai skala yang dapat 

digunakan untuk penelitian, yaitu : 

a. Skala Likert 

b. Skala Gutman 

c. Rating Scale 
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d. Semandk Deferential 

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan 

mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang 

akan diukur. Pada penelitian ini skala yang akan digunakan adalah skala 

likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Pada skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk 

mcnyusun item-item instrumen berupa pemyataan atau pertanyaan. Jawaban 

pada skala likert dapat bcrupa kata-kata antara lain : 

Sangat Setuju = SS = 5 

Setuju = S = 4 

Ragu-Ragu = RR = 3 

l idak Setuju - T S =2 

Sangat Tidak Setuju - STS = 1 

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi datanya 

harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk 

ordinal dinaikkan skalanya menjadi interval. Proses menaikkan skala dari 

ordinal menjadi interval digunakan software (program) MSI {Miscrosofl 

Successif Interval) 

1. Teknik Analisis 
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Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan l erhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk 

mcnyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat, selanjutnya diiakukan uji hipotesis (uji t dan uji 0 untuk mengetahui 

signifikasi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat 

kesimpulan dan yang terakhii adalah menghitung kocfisien determinasi untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas lerhadap veriabel 

terikat. Teknik analisis data dalam pcneiitian ini dibantu oleh Statistical 

Program Fur Special Science{S?SS). Sebelum melakukan analisis, sesuai 

dengan syarat OLS {Ordinary Least Square) maka terlebih dahulu harus 

melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan asumsi klasik. 

a. Uji Validitas 

Menurul Sugiyono (2010: 172-173) Validilas berarli instrumen 

tcrsebut dapal digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. 

Dengan menggunakan instrumen yang valid diharapkan hasil penelitian 

akan menjadi valid, jadi instrumen yang valid merupakan syarat mutlak 

unluk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Menurut Sugiyono (2010: 

455) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penelili. Dengan 

demikian data yang valid adalah data "yang lidak berubah" antara data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sosungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. 
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Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Jika validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang 

sudah kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. 

Pengujian validitas diiakukan dengan menggunakan alat bantu program 

statistik dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika nilai r hitung positif dan r hitung > r tabel, maka butir pemyataan 

tersebut valid. 

2) Jika nilai r hitung negative dan r hitung < r tabel, maka butir 

pemyataan tersebut tidak valid. 

3) r hitung dapat dilihat pada kolom correcierd item total correlation 

b. Uji Rciiabilitas 

Uji Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas 

data atau temuan. Dalam pandangan positivistic (kuanlilaliO, suatu data 

dinyatakan reliabel apabila dua data atau lebih peneliti dalam obyek yang 

sama menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data biia di pecah 

menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda. Menumt Sugiyono 

(2010: 456) Pengujian reliabilitas diiakukan terhadap pemyataan-pemyataan 

yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila diiakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama 

dengan alat pengukur yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi 

dua menunjukan data yang tidak berbeda 
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Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan 

koefisien Cronbachk Alpha dengan bantuan software SPSS. Cronbach's 

Alpha merupakan uji reabilitas untuk alternative jawaban lebih dari 

dua.Secara umum instrument dikatakan reliabel jika memiliki 

kogPisx^nCronbach's Alpha > 0.6. Menurut Sugiyono (2010:456) dasar 

pengambiian keputusan uji reabilitassebagai berikut: 

/) Cronbach \s Alpha > 0,6 _ Cronhach's Alphaacceptable (construct 

reliable) 

2) Cronhach's Alpha > 0,6 _ cronhach s Alphanoor acceptable 

(construct unreliABLE). 

c. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum data diuji perlu diketahui data melanggar asumsi dasar 

seperti mulikoearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Para-meter yang 

telah dieslimasi dengan salah satu metode di atas kemudian akan diuji 

secara statistik untuk melihat hipotesis dapat diterima atau ditolak.Untuk itu 

sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu diiakukan lebih 

dahulu pengujian asumsi klasik. yang terdiri dari: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini 

terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk menguji normalitas model 

regresi lersebut yailu dengan analisis grafis (normal P-P plot) dan analisis 

statistik ( One Sample Kolmogorow-Smirnow Test). Dalam melakukan 
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pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan One Sample 

Kolmogorow-Smirnow Test. Menurut Dwi Priyatno (2013: 74) dasar 

pergambilan keputusan untuk pengujian normalitas yaitu : 

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2) Multikolinearitas 

Pengujian ini benujuan untuk nicmbuktikan apakah pada model 

regresi terjadi hubungan linier yang sempuma atau mendekati sempuma. 

Menurut Dwi Priyatno (2013: 59) Uji multikolonieritas digunakan untuk 

mengetahui ada atau lidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji 

multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable). Menurul Dwi 

Priyatno (2013: 59) dasar pengambiian keputusan untuk pengujian 

multikolonieritas dengan tolerance value atau variance inflation factor 

(VIF) pada tabel Coefflcientsyaitu: 

a) Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak ada multikolonieritas 

antar variabel independen dalam model regresi. 

b) Jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10 maka ada multikolonieritas antar 

variabel independen dalam model regresi. 
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3) Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari 

variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel sendiri 

Menurut Imam (2011: 111) Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita 

menggunakan uji Durbin Watson (DW). Dasar pengambiian keputusan 

untuk pengujian autokorelasi dengan melihat Durbin yaitu: 

a) Jika du < DW < 4-du berarti tidak ada masalah autokorelasi. 

b) Jika du < DW < du atau 4-du > DW > 4-dl maka tidak ada 

kesimpulan yang dapat diambil. 

e) Jika DW < di maka terjadi autokorelasi positif. 

d) Jika DW > 4-dl maka terjadi autokorelasi negatif 

4) Hetcroskedastisitas 

Menurut Dwi Priyatno (2013: 60) Uji Hetcroskedastisitas diiakukan 

untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap disebut hetcroskedastisitas, model regresi yang baik mensyaratkan 

tidak adanya masalah hetcroskedastisitas Untuk mendeteksi ada tidaknva 

hetcroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatlerplols. 

Dalam melakukan pengujian hetcroskedastisitas untuk penelitian ini 

menggunakan uji scatter plot. Dwi Priyatno (2013: 61) dasar 

pengambiian keputusan untuk pengujian hetcroskedastisitas dengan 

melihat scatter plot yaitu Jika tidak ada pola yang jelas seperti tilik-tilik 
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menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedaslisilas 

d. Analisis Regres: IJnear Berganda 

Menurut Sugiyono (2012; 277) Regresi Linier Berganda digunakan 

oleh penelili bila peneiiti bcrmaksud meramalkan bagaimana kcadaan 

(naik turunnya) variable dependen (kriterium). bila dua atau lebih 

variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linear berganda dimana variabel 

terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dihubungkan/dijelaskan lebih 

dari satu variabei, mungkin dua. tiga, dan seterusnya variabel bebasnya, 

sistem modernisasi sistem administrasi (Xi) dan Sanksi perpajakan (X2) 

namun masih menunjukkan diagram hubungan linier. Untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel modernisasi sistem admnistrasi (Xi) dan Sanksi 

perpajakan (X2) dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan 

menggunakan rumus : 

Y = a + biX| + b 2 X 2 + e 

Keterangan : 

Y = Kepatuhan wajib pajak 

a = Bilangan konslanta 

bib2 = Bilangan kocfisien regresi 

X | = Modernisasi sistcm administrasi 

X2 = Sanksi perpajakan 

e = Error Term 
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e. Koefisien Determinasi (At/yustR Squore) 

Uji ini berlujuan untuk menenlukan proporsi alau persentasi total 

variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. 

Apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang 

duganakan adalah Adjust R Square. Hasil dari Adjust R Square dapat 

dilihat pada output model summary. 

I ) Uji Hipotesis 

a) Uji Hipotesis Secara Simuitan (Uji F) 

Uji I merupakan uji regresi secara simuitan untuk menguji 

pengaruh X secara bersama-sama terhadap Y. Langkah-iangkah uji F 

sebagai berikut: 

(1) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H | : Terdapat pengaruh modcmisasi sistem administrasi dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

(2) Menenlukan Taraf Nyata 

Taraf nyata yang digunakan (a) - 5% (0,05) atau 1% (0,01) Nilai 

Fiahct memiliki derajat bebas (db) V|= m - 1 ; V2 = n - m :F„;{vi) 

(3) Menenlukan Kriteria Pengujian 

Ho: diterima (Ha ditolak) apabila Fo< F,ai,d 
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Hq: ditolak (Hg diterima) apabila Fo> Ftabei 

(4) Menenlukan nilai uji statistik 

(5) Membuat K-^simpulan 

b) Uji Hipotesis secara Parsial/individu (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial/individu merupakan pengujian 

hipotesis koefisien regresi sederhana dengan hanya satu B (B^ atau B2) 

yang mempengaruhi Y. r,angkah-langkah dalam uji hipotesis secara 

parsial atau individu yaitu : 

(1) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H I : Terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

(2) Menenlukan Taraf Nyata 

Tingkat signifikan sebesar 5%, tarif nyata dari t tabel 

dilentukan dari derajat bebas (db) = n-k-1, taraf nyata (a) berati 

nilai t tabcl, taraf nyata dari f tabel dilentukan dengan derajat 

bebas (db) ^ n-k-1. 

(3) HQ ditolak apabila t hitung > t tabel, diterima apabila t 

dihitung < t tabel. Berdasarkan probabiiitas HQ ditolak jika P 

value < 5% ,Ho diterima jika P value > 5%. 

(4) Kesimpulan 
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Menarik kesimpulan Ho diloiak apabila t hitung > t tabel 

atau Ha diterima apabila t hitung < t tabel. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

I . Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Seberang lilu Palembang 

Pada avvalnya KPP Pratama Palembang Seberang Uiu beniama KPP 

Palembang Selatan yang kemudian berganti nama menjadi KPP Palembang 

seberang ulu dan terakhir dengan pcraturan menteri keuangan nomor 

123/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 

PMK Nomor 62/PMK/01/2009 KPP Pratama Palembang seberang Ulu 

didirikan yang secara resmi mulai beroperasi tangga! 09 September 2008 

berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KBP-159/PJ/2008. 

Sebagaimana salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan 

sistem administrasi perpajakan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 

mengalami perubahan struktur organisasi yang mcnggabungkan fungsi 

pelayan KPP , yaitu fungsi pelayanan pajak bumi dan bangunan dari KP PBB 

dan fungsi pemerikasaan dan pcnyidikan dari KARIKPA ke kantor pelayanan 

satu atap yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

KPP Pratama Seberang Ulu beralamat di Jalan Ahmad Yani No.59 

Palembang dan bcrtanggung jawab secara Iangsung kepada kantor wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Sumalera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. 

41 
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KPP Pratama Seberang Ulu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang 

membawahi seorang Sub Bagian Umum , Delapan Orang kepala seksi dan 

satu kelompok jabatan fungsional pem'̂ riksa pajak. Masing-masing kepala 

tersebut membawahi beberapa orang pelaksana. 

Setiap seksi memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam organisasi : 

a. Seksi Pelayanan yang merupakan ujung tombak dari KPP Pratama 

Palembang Seberang UIu bertugas melayani wajib pajak dalam hal 

pelaporan dan pendaffaran NPWP dan PBB. 

b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan ujung tombak dalam 

memberikan konsultasi dan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak 

serta melakukan pengawasan kewajiban perpajakan. 

c. Seksi pcnagihaii mcnjalankan fungsi penagihan atau lunggakan dan 

denda perpajakan dari wajib pajak yang tidak patuh. 

d. Seksi pcmeriksaan dan kelompok fungsional mcnjalankan tugas 

pemerikasaan atas wajib pajak sesuai dengan pcraturan perundang-

undangan yang beriaku. 

e. Seksi pengolahan dan informasi bertugas memberikan dukungan data dan 

teknologi informasi bagi para pegawai. 

2. Visi dan Misi KPP Pratama Seberang UIu Palembang 

a. Visi 

Menjadi Institusi pemerintahan penghimoun pajak negara lerbaik di 

wilayah asia tenggara. 
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b. Misi 

Menyelenggarakan Fungsi Administrasi Perpajakan undang-undang 

perpajakan sacara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara 

demi kemakmuran rakyat. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

I . Gambaran Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini penuiis mengklasifikasikan responden 3 (tiga) 

karakter, yaitu jenis kelamin, usia dan pekerjaan sebagai gambaran umum 

yang memiliki responden di kantor pajak seberang ulu palembang yang akan 

diuraikan pada tabulasi sebagai berikut; 

a, Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel IV. 1 
Karaktersisti Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Perseniase 
1. Perempuan 38 38% 
2. Laki-laki 62 62% 

Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabcl IV. 1 Waj ib Pajak yang merupakan responden 

sebanyak 38% perempuan dan 62% laki-laki. 
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b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel IV.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah 
Persen tase 1. 20-30 51 51% 

2. 30-50 35 35% 
3. 50-80 14 14% 

Sumber : Data Primer Diolah, 20 7 

Berdasarkan tabel IV.2 diatas mcnujukkan sebanyak 51 

responden yang berusia 20-30 tahun. sebanyak 51 repondcn berusia 

30-50 dan sebanyak 14 berusia 50-80. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel !V.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Pei^entase 
1. PNS 25 25% 
2. Karyawan Swasta 37 37% 
3. BUMN 14 14 % 
4. Lainnya 24 24 % 

Total 100 100 % 
Sumber : Data Primer Diolah. 2017 

Berdasarkan tabel IV.3 sebanyak 25 wajib pajak PNS , sebanyak 

37 wajib pajak Karyawan swasta, sebanyak 14 wajib pajak BUMN, 

sebanyak 24 wajib pajak lainnya. 

2. Pengolahan Data 

Penelitian ini berdasarkan pada tranformasi terhadap data penelitian 

dalam tabulasi, sehingga mudah diinterprestasikan dan mudah dipahami. 

Kuesioner ini telah dibagikan kepada scbagian wajib pajak pada KPP 

Pratama Seberang Ulu. Dari 100 kuesioner yang dibagikan peneliti dan 
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layak dijadikan sumber data untuk melakukan analisis dalam penelitian 

ini. 

Kuesioner yang dibagikan kepada responden terdiri dari 3 (tiga) 

variabei dengan 2 (dua) varibel X (bebas) yaitu Sistem Administrasi 

Perpajakan dan Sanksi Perpajakan serta 1 (satu) variabel Y (terikat) yaitu 

variabel kepatuhan wajib pajak. Butir pemyataan pada variabel Sistem 

Adminirtrasi Pcrpajakan (X|) terdiri dari I I (sebelas) pertanyaan yang 

terbagi atas 3 (tiga) indikator, indikator Restruktur Organisasi terdiri dari 

(tiga) pertanyaan. indikater Perbaikan bussines process terdiri dari 5 

(lima) pertanyaan dan indikator Penyempumaan si.̂ tom manajeinen 

sumber daya manusia terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan. Variabel Sanksi 

Perpajakan (X2) terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan yang terbagi atas 2 

(dua) indikator, indikator Sanksi Administrasi terdiri dari 5 (lima) 

pertanyaan. indikator Sanksi Pidana terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan. 

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 6 (cnam) pertanyaan 

yang terbagi atas 2 (dua) indikator, indikator Kepatuhan formal dan 

Kepatuhan Material. Tujuan diberikannya penyataan tersebut adalah 

untuk mengetahui Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi 

Pcrpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

Data yang sudah diberikan skor kemudian disusun kcdalam tabulasi 

yang menuidahkan peneliti dalam berbagai analisis pada penelitian ini, 

dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan. Skor atas jawaban 

dari responden kemudian dijumlahkan berdasarkan variabel untuk 
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masing-masing responden Rckapitulasi data mengenai jawaban 

responden tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan (X|) dan 

Sanksi Perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel IV.4 

Hasil Total Jawaban Responden 

Responden Data Ordinal Data Interval Responden 
A 1 A Z Y A J V 7 

A z 
v Y 

1 
1 

A 7 A J A A 
z 4 

J z , / 14 7 7 S7Z 
Z 1 ,A 10 

1 0 SQQ 
1 7 , 777 2 e. 1 3 J 1 Z AO 7 f\ 

AO 
AZ 071 
ao,5 / I 

7 A 1 AO AZ OAC 
lO.yJo 

3 J I AQ AO AZ 
l o 

A 7 80S 4 7 , 0 7 7 7 1 QAZ 7 1 , 7 / 0 A 1 77ft Z 1,7 / 0 

4 A A 1A Al 24 7 A AAA AH A 1 ! 7 7 1 ZO Z7 , l 0 7 1 ft /I/IT 1 o ,44z 
A 
4 c 

AO AZ 10 A(\ OQ7 7 1 Q77 Aify 1 1 7 1 A 7ft Z 1,4 / 0 

6 Zy ZA AZ 7A0 71 aaa 
Z 1 ,HHH 

90 S9ft ZO,7Zo 

7 Ay i o as 7An 
'77 ,700 

77 afts 
77,"+07 

9 a 7as 
Z'+,..-'4-7 8 ' 4 . 

wO AA 78 
Zo 

7 7 1 Q7 J / , 17Z 77 S7A 
Z 1 ,A 10 

97 ftAA 

9 w 1 A A 7a 
ZH 

7o ,0 / 7 AA ZAQ 
ZH,0 10 1 ft aa ; 

1 Ci.HHZ 10 A 1 T l _tU Al 
I ! 

7ft QS 1 70 7QQ 
ZO,777 

AA 771 
Z Z , J / 1 

11 
1. 1 

A A 44 A 1 AZ 10 AA AAA 74 ,7 / / 70 S 1 0 7U,J 1 7 A 1 1 77 Z 1 ,1 1A 

12 A S 4 j A{\ 4U 77 
Z / 

7 7 m I 7 / ,U1 I A A OA A AHfyZA AA 717 
Z Z , / 1 7 13 an 7S 

J J 
77 
Z / 

7 1 0 7 7 7 7 ZAZ Z 1 ,A 10 99 OKO 
ZZ,7 o O 14 AH 4U 1 s A A Z4 71 0 7 7 7 i ,07 / Al S7A Z / ,7 /O 1 0 SQQ 
1 7,7 77 

15 AO HZ. 30 
J 7 

7a 
ZH 

7 a 1 Oft AH, I 7 0 77 afts 
J J,"+0 7 

1 Q 7 7 a I 7, / iH 

16 44 39 28 36,265 33,481 22>,?>66 

17 47 35 28 39,473 27,509 23,866 
18 44 37 24 35,034 30,460 18,442 
19 46 36 29 37,076 28,999 25,300 
20 51 32 24 45,784 23,169 18,442 
21 47 33 29 40,441 24,610 25,300 
22 43 36 24 34,693 29,086 18,442 
23 44 37 26 36,420 30,467 21,378 
24 42 33 25 33,536 24,543 19,876 
25 41 36 28 32,324 28,999 23,866 
26 44 36 28 35,939 28,931 23,866 
27 44 33 28 35,219 24,543 23,866 
28 49 34 27 40,963 25,980 22,652 
29 45 34 29 36,465 26,135 25,300 
30 48 33 24 40,040 24,685 18,442 
31 43 32 24 34,521 23,169 18,442 
32 42 34 26 33,296 26,135 21,210 
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33 43 32 27 35,230 23,169 22,980 
34 53 40 29 46,921 34,923 25,481 
35 48 39 26 41,261 33,549 21,378 
36 46 34 26 39,143 26,135 21,210 
37 45 36 29 37,468 29,003 25,300 
38 44 32 29 36,106 23,169 25,300 
39 46 36 28 38,658 29,086 23,798 
40 45 34 25 37,155 26,116 19,944 
41 46 32 25 38,569 23,169 19,708 
42 48 34 30 39.468 26,048 26,908 
43 44 35 26 35,047 27,576 21,303 
44 5! 35 28 44.148 27,576 23,866 
45 49 32 24 40,812 23,169 18,442 
46 52 32 27 45,268 23,169 22,532 
47 45 35 25 35.799 27,509 19,876 
48 50 39 26 42,353 33,549 21,484 
49 48 40 25 39,716 34,923 19,876 
50 46 40 26 38,347 34,923 21,378 
51 27 21 25.066 16,222 16,912 
52 30 28 22 22,160 17,444 18,139 
53 37 25 15 29,279 20,016 13.252 
54 f 47 29 20 38,232 19,137 14,573 
55 36 30 21 27,260 20,749 16,705 
56 36 31 19 27,446 22,088 13.769 
57 31 31 20 26,284 22,377 15,491 
58 31 31 15 26,284 22,377 11,448 
59 30 27 20 23,740 19.341 14,957 
60 40 33 23 31,240 24,606 17.887 
6! 31 32 27 23,876 23,606 22,362 
62 44 34 25 36.079 27,617 19,982 
63 51 37 26 43.598 30,467 21,952 
64 50 38 28 42,249 31,976 23,872 
65 46 37 22 37,680 32,021 16,849 
66 50 40 30 43,597 34,923 26,908 
67 43 30 25 34,469 20,727 20,542 
68 46 36 24 37,477 29,086 20,304 
69 41 36 28 32,669 29,093 23,979 
70 44 37 27 35,934 30,460 22,912 
71 44 34 25 35,751 26,194 20,051 
72 49 35 26 40.976 27,644 21,135 
73 46 34 26 39,006 26,135 21,484 
74 46 34 26 36,941 26,194 21,210 
75 45 37 26 37,683 30,523 21,484 
76 46 34 25 36,820 26,116 20,051 
77 50 32 24 42,564 23,169 18,442 
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78 47 36 25 40,437 28,950 20,051 
79 48 32 25 41,924 23,169 19,944 
80 47 32 28 38,045 23,169 23,866 
81 48 35 27 40,028 27,525 22,912 
82 42 34 24 33,480 26,126 18,466 
83 48 33 24 40,941 24,606 18,442 
84 48 32 28 39,604 23,169 24,252 
85 45 35 25 35,85^ 27,576 20,257 
86 36 36 26 29,140 29,014 21,210 
87 37 37 27 29,716 30,460 23,121 
88 47 34 26 39-654 26,276 21,150 

38 32 23 30,571 23,169 17,492 
90 37 57 27 29,716 30,460 23,121 
91 38 1 

31 26 
29,320 21,588 21,687 

92 44 32 25 34,377 23,169 19,671 
93 36 31 25 27,868 22,769 20,428 
94 41 34 24 31-833 26.287 20,333 
95 44 32 23 34,377 23,169 17,492 
96 38 34 7.4 28,634 26,287 20,333 
97 35 37 26 28,288 30,460 21,687 
98 44 32 23 34.377 23,169 17,492 
99 44 32 23 34,377 23,169 17,492 
100 47 39 28 38,738 33,549 24,252 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

Unluk melihat hasil jawaban responden dari hasil tabulasi yang 

lebih rinci dapat dilihat dilampiran, karena syarat untuk melakukan 

analisis regresi, data harus interval. Maka data ordinal tersebut diubah 

menjadi data interval dengan menggunakan program {software) MSI 

{Miscrosofl Successive Interval). 

Pengaruh Sisiem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dinilai dengan menggunakan tabulasi 

dan kuesioner yang diterima sebanyak 100 responden, yaitu sebagai 

berikut : 
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a. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Hasil uji stastistik deskriptif akau diuraikan pada bagian ini. 

Variabel dalam penelitian ini 2 (dua) variabel X (bebas) yaitu variabel 

Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan scrta 1 (satu) 

vanabei Y (terikat) yaitu variabel kepatuhan wajib pajak. Variabel 

Sistem Administrasi Perpajakan (Xi) terdiri dari atas 11 (setjelas) 

pertanyaan, variabel Sanksi Pcrpajakan (X^) terdiri atas 8 (delapan) 

pertanyaan, variabel kepaiuhan wajib pajak (Y) terdiri atas 6 (enam) 

pertanyaan. 

i) Variabel Sistem Administrasi Perpajakan (Xi) 

a) Restruktur Organisasi 

Tabel IV,5 
Rckapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel 

Sistem Administrasi Perpajakan 
Keterangan PI P2 P3 

% % 1 7 % 
Sangat Tidak 

Setuju 4 4% I 1 % 

Tidak Setuju 13 13% 13 13 % 1 1 % 
Ragu-ragu 15 15% 13 13 % 9 9% 

Setuju 46 46% 46 46 % 52 52 % 
Sangat Setuju 22 22% 27 27 % 38 38 % 

Total 100 100 % 100 100 % 100 100 % 
Sumber : Data Primer Diolah. 2017 

Berdasarkan tabel rv.5 pernvataan pertama dengan indikator Restruktur 

Organisasi. yaitu : adanya penyederhanaan prosedur untuk melaksanakan 

kegiatan pelayanan dan pemeriksaan sebanyak 46 atau 46% responden 

menjawab setuju. aiasan responden menjawab setuju karena prosedur vang 
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diterapkan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebanyak 22 

atau 22% responden mcnjawab sangat setuju, aiasan responden mcnjawab 

sangat setuju karena prosedur yang diterapkan mempermudah pelaksanaan 

kewajiban perpajakan. 

Pemyataan kedua pada tabei IV.5 dengan indikator Restruktur 

Organisasi. yaitu : adanya penibagian kegiatan kerja anggota organisasi. 

Sebanyak 46 atau 46% responden menjawab setuju. aiasan lesponden 

menjawab seluju karena agar setiap unit organisasi bisa melaksanakan sesuai 

dengan bidangnya masing masing. Sebanyak 13 atau 13% responden 

mcnjawab tidak scTuiu. aiasan responden mcnjawab karena wajib pajak tidak 

setuju jika ada pegawai yang merangkap pekei;;aan tersebut. 

Pemyataan ketiga pada tabei 1V.5 dengan indikator Restruktur 

Organisasi. yaitu : setiap kegiatan kerja diiakukan oleh yang berwenang. 

Sebanyak 52 atau 52/4 responden yang menjawab setuju. aiasan responden 

menjawab seluju karena seharusnya setiap unit yang bekerja diiakukan oleh 

yang berwenang. Sebanyak 9 atau 9% responden yang menjawab ragu-ragu, 

aiasan responden menjawab ragu-ragu karena responden tidak setuju 

seharusnya setiap unit yang bekerja diiakukan oleh yang berwenang. 

Dari ketiga pernvataan dengan indikator Restruktur organisasi maka 

dapat disimpulkan 48 atau 48% responden menjawab sctuju. Aiasan 

responden mcnjawab setuju karena sudah menjadi bagian dari modernisasi 

sistem admint^^rasi memberikan penyederhanaan prosedur. pembagian 

kegiatan kerja anggota organisasi dan setiap kegiatan diiakukan oieh yang 
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berwenang sehingga setiap fungsi organisasi menjadi fokus terhadap bidang 

masing-masing. 

b) Perbaikan Bussines Process 

Tabel IV.6 
Rckapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sistem Administrasi 

Perpajakan 
Keterangan PI P2 P3 P4 P5 Keterangan 

z % S % z % Z % z % 

Sangat Tidak 
Setuju 9 9 % 3 3 % 2 2 % _ 

Tidak Setuju 24 24 % 2 2 % 1 1% 6 6% 6 6 % 
Ragu-ragu 10 10% 7 7% 5 6% 12 !2 6 6 % 

Sctuju 33 33 % 66 66 % 60 1 60% 55 55 % 58 58 % 
Sangat Setu ju 24 24 % 1 22 22 % 33 33 Xc 25 25 % 30 30 % 

Total iOO 100% 100 100 % 100 100 % 100 100 % 100 100 % 

Sumber : Data Diolah, 2017 

Berdasarkan tabcl IV.6 pemyataan pertama dengan indikator 

Perbaikan Bussines Process, yaitu : setuju adanya penyederhanaan prosedur 

untuk mengisi formulir SPT/SSP dalam pelaporan pajak. Sebanyak 33 atau 

33% responden yang menjawab setuju, aiasan responden menjawab setuju 

karena untuk mcmudahkan dalam pengisian SPT. Sebanyak 24 atau 24% 

responden yang menjawab tidak setuju, aiasan responden menjawab tidak 

setuju karena responden tidak ingin adanya prosedur yang lidak dipahami 

sehingga mcnghambat dalam pengisian SPT, 

Pemyataan kedua pada tabel IV.6 dengan indikator Perbaikan 

Bussines Process, yaitu : Pcraturan perpajakan dapat diakses secara lebih 

cepat melalui internet. Sebanyak 66 atau 66% responden yang mcnjawab 
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setuju, aiasan responden menjawab setuju mempermudah dalam mengakses 

berbagai infomiasi tentang perpajakan. 

Pemyataan ketiga pada tabel IV.6 dengan indikator Perbaikan 

Bussines Process, yaitu : Adanya peningkatan dalam fasilitas Pelayanan. 

Sebanyak 60 atau 60% responden yang menjawab setuju, aiasan responden 

menjawab setuju karena responden menikmati fasilitas yang telah disediakan 

di KPP Pratama. Sebanyak 1 atau 1% responden yang menjawab tidak 

setuju, aiasan responden menjawab tidak setuju karena responden harus bisa 

melihat dan merasakan fasilitas yang disediakan secara transparansi. 

Pemyataan keempat pada tabei 1V.6 dengan indikator Perbaikan 

Bussines Process, yaitu : Sebagai wajib pajak harus menyampaikan keiuhan 

terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Sebanyak 55 atau 55% 

responden yang menjawab setuju, aiasan responden menjawab setuju karena 

setiap keiuhan harus disampaikan sehingga KPP tahu apa saja yang 

dikeluhkan wajib pajak. Sebanyak 2 atau 2% responden menjawab sangat 

tidak setuju, aiasan responden menjawab sangat tidak setuju karena setiap 

keiuhan harus disampaikan sehingga KPP tahu apa saja yang dikeluhkan 

wajib pajak. 

Pemyataan kelima pada tabel IV.6 dengan indikator Perbaikan 

Bussines Process, yaitu : Selaiu memberikan informasi yang terkini melalui 

sistem yang teiah ditentukan. Sebanyak 58 atau 58% responden yang 

menjawab setuju, aiasan responden menjawab seluju karena segala informasi 
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tentang perpajakan wajib pajak harus mengetahui informasi terkini. Sebanyak 

6 atau 6% responden menjawab tidak setuju karena jika wajib pajak tidak 

diberi informasi maka wajib pajak tidak mengetahui informasi apa yang 

terbaru tentang cara pembayaran. 

Dari kelima pemyataan diatas dengan indikator Perbaikan Bussines 

Process, maka dapat disimpulkan seban '̂ak 54 atau 54% Responden 

mcnjawab sctuju karena sudah merupakan bagian dari modernisasi sistem 

administrasi memberikan penyederhanaan prosedur mengisi formulir SPT, 

pcraturan perpajakan diakses lebih cepat melalui internet, peningkatan 

fasilitas, menyampaikan keiuhan dan memberikan informasi melalui sisiem 

sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak baik dari scgi 

kualitas maupun waktu. 

c) Penyempumaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tabel IV.7 
Rckapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sistcm Administrasi 

Perpajakan 
Keterangan P I P2 P3 Keterangan 

7 % 7 7 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju 9 9% 2 2% 1 1 % 

Ragu-ragu 6 6% 7 7% 7 7% 
Setuju 61 61 % 57~^ 57% 65 65% 

Sangat Sctuju 24 24% 34 34% 27 27% 
Total 100 100 % 100 100% 100 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel IV.7 pemyataan pertama dengan indikator 

Penyempumaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu : 



54 

Melakukan pelatihan kepada pegawai pajak agar dapat meningkatkan 

kinerjanya. Selianyak 61 atau 61% responden yang menjawab setuju. aiasan 

responden menjawab setuju karena setiap pegawai pajak harus melakukan 

pelatihan atas bidang-bidang yang ditugaskan. Sebanyak 7 atau 7% 

responden yang menjawab ragu-ragu, aiasan responden menjawab ragu-ragu 

karena responden masih binggung apakah setiap pegawai pajak semuanya 

bisa memahami setiap bidangnya. 

Pemyataan kcdua dengan indikator Penyempumaan Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu : Memberikan tata cara kode etik 

pegawai. Sebanyak 5'/ alau 57% responden yang mcnjawab setuju. aiasan 

responden menjawab setuju karena setiap pegawai pajak harus memahami 

dan melakasanakaii sesuai dengan kode etik pegawai pajak. 

Pemyataan ketiga dengan indikator Penyempumaan Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu : pegawai yang memiliki kinerja 

yang tidak baik agar mendapatkan punishment (sanksi). Sebanyak 65 atau 

65% responden \ang menjawab setuju, aiasan responden menjawab setuju 

karena banyak pegawai yang tidak memiliki kineija yang baik. 

Dari ketiga pemyataan tersebut dengan indikator penyempumaan 

sistem manajemen sumber daya manusia maka dapat disitupuikan sebanyak 

61 atan 61% responden menjawab setuju. Aiasan responden menjawab setuju 

karena sudah merupakan bagian dari modernisasi sistem admnistrasi dalam 

penyempumaan SDM memberikan pelatihan kepada pcgavvai pajak. 
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memberikan tata cara kode etik pegawai, dan memberikan sanksi kepada 

pegawai pajak yang memiiiki kinerja tidak baik sehingga SDM dalam Kantor 

pelayanan pajak akan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan 3 (tiga) indikator dari modenisasi sistem administrasi yaitu 

restruktur organisasi, perbaikan bussines proses dan penyempumaan SDM 

menunjukkan 55% modcmisasi sistem administrasi pcrpajakan dalam 

keadaan baik. 

2) Variabel Sanksi Perpajakan (X2) 

a) Sanksi Administrasi 

Tabel IV.8 

Rckapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sank.si Perpajakan 

Keterangan PI P2 P3 P4 PS Keterangan 

z % Z % z % z % z % 

Sangat Tidak 
Sctuju 1 I % I 1 % 2 

2 % 

Tidak Setuju 1 1 % 1 1 % 3 3 % 3 3 % 
Ragu-ragu 4 4% 10 1 0 % 3 3 % 10 1 0 % 

Sctuju 61 61 % 52 52% 51 51 % 62 62 % 61 61 % 
Sangat Setuju 34 34 % 36 36% 46 46% 24 24% 34 34 %, 

Total 100 100 % 100 100 % 100 100 % 100 100 % 100 100 % 

Sumber : Data Primer Diolah. 2017 

Berdasarkan tabel IV.8 pemyataan pertama dengan indikator Sanksi 

Admnistrasi. yaitu : tidak pernah dijatuhkan sanksi administrasi dibidang 

pcrpajakan. Sebanyak 61 alau 61% responden yang menjawab setuju, aiasan 

responden mcnjawab setuju yaitu responden merasa tidak pernah dijatuhkan 



56 

sanksi tersebut. Sebanyak 1 atau 1% responden yang menjawab tidak setuju 

aiasan karena responden pernah dijatuhkan sanksi administrasi. 

Pemyataan kcdua pada tabcl IV.8 dengan indikator Sanksi 

Admnistrasi, yaitu : tidak pernah dijatuhkan sanksi bunga. Sebanyak 52 atau 

52% responden menjawab setuju, aiasan responden menjawab setuju yaitu 

responden merasa lidak pernah dijatuhkan sanksi tersebut. 

Pemyataan ketiga pada tabel IV.8 dengan indikator Sanksi 

Administrasi yaitu : tidak pernah melakukan suatu tindakan pelanggaran. 

Sebanyak 51 atau 51% responden yang mcnjawab setuju, aiasan responden 

mcnjav/ab setuju karena responden tidak pernah melakukan tindakan yang 

ada. Sebanyak 3 alau 3% responden yang menjawab ragu iagu aiasan karena 

responden msih ragu untuk mengatakan iya atau tidak karena mereka belum 

memahami tindakan apa saja yang dilanggar. 

Pemyataan keempat pada tabcl IV.8 dengan indikator Sanski 

Administrasi, yaitu : setuju adanya setiap sanksi jika wajib pajak tidak 

melaporkan SPT. Sebanyak 62 atau 62% responden yang menjawab setuju. 

aiasan repondcn menjawab setuju karena wajib pajak harus menerima sanksi-

sanksi yang telah ditetapkan jika tidak melaporkan SPT. 

Pemyataan kelima pada tabcl IV.8 dengan indikator Sanksi 

Administrasi yaitu : tidak pernah dijatuhkan sanksi karena kelaiaian saya. 

Sebanyak 61 atau 61% responden yang menjawab setuju, aiasan responden 
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menjawab setuju karena responden tidak pernah dijatuhkan sanksi karena 

kelaiaian. 

Dari kelima pemyataan tersebut dengan indikator sanksi administasi 

maka dapat disimpulkan sebanyak 57 atau 57% responden menjawab setuju. 

Aiasan responden menjawab setuju karena sudah menjadi tugas KPP dalam 

memberikan penegasan dalam memberikan sanski perpajakan yaitu, akan 

dijatuhkan sanksi bunga, melakukan tindakan pelanggaran, dan akan 

dijatubJcan sanksi karena kelaiaian wajib pajak sehingga wajib pajak akan 

patuh dalam melaporkan SPT. 

b) Sanksi Pidana 

Tabel IV.9 
Rckapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sanksi Perpajakan 

Keterangan PI P2 P3 Keterangan 
7 % y 

1— % 7 % 
Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju 

Ragu-ragu 6 6% 6 6% 5 5% 
Setcju 64 64% 48 48% 47 47% 

Sangat Setuju 30 30% 46 46% 48 48% 
Total 100 100% 100 100 % 100 100 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabei 1V.9 pemyataan pertama dengan indikator Sanksi 

Pidana, yaitu : tidak pernah dijatuhakan sanksi pidana dibidang pcrpajakan. 

Sebanyak 64 atau 64% responden yang menjawab setuju, aiasan responden 

menjawab setuju karena responden tidak pernah dijatuhkan sanksi tersebut. 
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Pemyataan kcdua pada label IV.9 dengan indikator Sanski Pidana, 

Yaitu : setuju jika saya melakukan kelaiaian atau kesalahan dalam perpajakan 

saya mendapat sanksi kurungan. Sebanyak atau 48% responden yang 

menjawab setuju, aiasan responden mcnjawab setuju karena responden hams 

menanggung risiko apa yang mereka lalaikan. 

Pemyataan ketiga pada tabel IV.9 dengan indikator Sank.si Pidana, 

yaitu : sctuju jika saya melakukan kelaiaian atau kesalahan dalam pcrpajakan 

saya mendapat sanksi pidana penjara. Sebanyak 48 aiau 48% responden 

menjawab sangat setuju. aiasan responden menjawab sangat setuju karena 

responden harus menanggung risiko apa yang mereka lalaikan. 

Daii pemyalaaii diatas dengan indikator Sanksi Pidana maka dapat 

disimpulkan sebanyak 53 atau 53% responden menjawab setuju. Aiasan 

responden menjawab setuju karena sudah menjadi tugas KPP memberikan 

sanksi pidana kepada wajib pajak yang melakan kelaiaian atau kesalahan 

dalam perpajakan dan mendapat sanksi pidana penjara dan sanksi pidana 

kumngan sehingga wajib pajak akan menerima setiap sanksi yang telah 

beriaku dilingkungan Direktorat jenderal pajak yang melakukan kelaiaian. 

Berdasarkan 2 (dua) indikator dari kepatuhan Sanksi pcrpajakan yaitu 

.sanksi administrasi dan sanksi pidana . menunjukkan 55% sanksi terscbut 

diiakukan dalam keadaan baik. 
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3) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

a) Kepatuhan Formal 

Tabel IV.IO 

Rckapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Keterangan PI P2 P3 Keterangan 
7, % 7 % 7 % 

Sangat Tidak 
Setuju 1 1 % 1% 

Tidak Setuju 1 1 % 1 1 % 1 7% 
Ragu-ragu 2 2% 6 6% 18 18% 

Setuju 71 71 % 53 53% 46 46% 
Sangat Setuju 26 26% 39 39% 28 28 % ' 

Total loti ! 100% 100 100 % 100 100 % 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan label IV.IO pemyataan pertama dengan indikator 

kepatuhan fomiah yaitu ; warga negara yang baik saya harus menjalankan 

kewajiban dan hak saya sebagai wajib pajak. Sebanyak 71 atau 71% 

responden yang mcnjawab sctuju, aiasan responden menjawab setuju karena 

wajib pajak yang membayar merupakan kcwajibannya sebagai wajib pajak 

yang melapor. Sebanyak 1 atau 1% responden yang menjawab tidak sctuju, 

aiasan responden menjawab tidak setuju karena wajib pajak tidak 

menjalankan sesuai kewajibannya sebagai wajib pajak. 

Pemyataan kedua pada tabel IV.IO dengan indikator kepatuhan 

formal, yaitu : Wajib Pajak saya harus menyampaikan surat pemberitahuan 

(SPT) baik masa/Tahunan tepat waktu. Sebanyak 53 atau 53% responden 

yang menjawab setuju, aiasan responden menjawab setuju wajib pajak selaiu 

menyampaikan SPT tepat waktu. Sebanyak 1 atau 1% responden menjawab 
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sangat tidak setuju, aiasan karena responden menjawab sangat tidak setuju 

karena wajib pajak selaiu menyampaikan SPT tidak tepat waktu. 

Pemyataan ketiga pada tabel IV. 10 dengan indikator kepatuhan 

formal, yaitu, : wajib pajak yang patuh sehamsnya tidak memiliki tunggakan 

pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur alau menunda 

pembayaran. Sebanyak 46 atau 46% responden mcnjawab setuju, aiasan 

responden mcnjawab sctuju karena wajib pajak yang tidak memiliki 

tunggakan wajib melaporkan SP'i\ Sebanyak 7 atau 7% responden menjawab 

tidak setuju, aiasan responden menjawab tidak setuju karena wajib telah 

menyepakat! apa yang telah disepakati sebclumnya. 

Dart ketiga pemyataan tersebut dangan indikator kepaiuhan formal, maka 

dapat disimpulkan sebanyak 57 atau 57% responden mcnjawab setuju karena 

sudah merupakan kewajiban bagi wajib pajak , menyampaikan SPT, dan tidak 

memliki tunggakan pajak Sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. 

b) Kepatuhan Material 

Tabei I V . I I 

Rckapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Keterangan PI P2 P3 
7 % 7 % 7 % 

Sangat Tidak 
Setuju 2 2% 

Tidak Setuju 9 9% I 1 
Ragu-ragu 9 9% 2 2 % 5 5 % 

Setuju 43 43% 39 39% 51 51 % 
Sangat Sctu ju 39 39 % 58 58 % 42 42 % 

Total 100 100% 100 100 % 100 100 % 
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Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel I V . I I pemyataan pertama dengan indikator 

kepatuhan material, yaitu : wajib pajak yang baik saya seharusnya tidak 

pernah dijaluhi sanksi perpajakan. Sebanyak 43 atau 43% responden yang 

menjawab setuju, aiasan responden menjawab setuju karena sebagai wajib 

pajak yang patuh harus mengikuti aturan yang beriaku dan tidak pernah 

dijatuhkan sanksi pcrpajakan. Sebanyak 9 atau 9% responden menjawab tidak 

setuju, aiasan responden mcnjawab tidak setuju karena wajib pajak pernah 

melanggar sanksi perpajakan. 

Pemyataan kedua pada tabel I V . l l dengan indikator kepatuhan 

material, yaitu : Saya harus membayar jumlah pajak yang lerhutang dengan 

benar sesuai dengan peraiuran yang beriaku. Sebanyak 58 atau 58% 

responden mcnjawab sangat setuju, aiasan responden menjawab karena 

sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang sesuai pajak yang lerhutang. 

Sebanyak 1 atau 1% responden menjawab tidak setuju, aiasan responden 

menjawab lidak setuiu wajib pajak membayar tidak sesuai pajak yang 

lerhutang. 

Pemyataan ketiga pada tabel IV. 11 dengan indikator kepatuhan 

materia], yaitu : Saya bersedia menerima sanksi jika tidak atau terlambat 

membayar pajak. Sebanyak 51 atau 51% responden menjawab seluju, aiasan 

responden menjawab setuju karena wajib pajak tidak pemah terlambat dalam 

membayar pajak. 
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Dari pemyataan diatas dengan indikator kepatuhan material, maka 

dapat disimpulkan sebanyak 51 atau 5 1 % responden menjawab setuju. Aiasan 

responden menjawab setuju karena wajib pajak harus membayar pajak yang 

lerhutang dan bersedia menerima sanksi jika tidak atau terlambat membayar 

pajak. 

Berdasarkan 2 (dua) indikatoi dari kepatuhan wajib pajak yaitu 

kepatuhan formal dan kepatuhan material, menunjukkan 5 4 % kepatuhan 

wajib pajak dalam keadaan baik. 

b. Pengujian Data 

1) Uji Validitas 

Nilai fyhci untuk sainpel pada penelitian ini sebanyak 100 

responden dengan tingkat signifikan sebesar 5 % adalah 0,196. Jika 

rhitung lebih dari 0,196 maka pemyataan tersebut dianggap tidak valid. 

Pengujian validitas ini diiakukan dengan menggunakan SPSS for 

window versi 21 dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

a) Sistem Administrasi Perpajakan ( X i ) 

Hasil pengujian validitas dari pemyataan pada variabel Sisiem 

Administrasi Perpajakan adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.12 
Hasil Pengujian Validitas Variabel Sistem Administrasi 

Perpajakan (X|) 

Pemyataan ''hitung Ttabel Keterangan 
1 0,821 0,196 Valid 
2 0,588 0,196 Valid 
3 0,414 0.196 Valid 
4 0,409 0,196 Valid 
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5 0,727 0,196 Valid 
6 0,357 0,196 Valid 
7 0,776 0,196 Valid 
8 0,740 0,196 Valid 
9 0,701 0,196 Valid 
10 0,274 0,196 Valid 
11 0,240 0,196 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang diiakukan oleh 

penuiis. maka dapat disimpulkan bahwa 11 (sebelas) pemyataan pada 

variabel Sistem Admnistrasi Perpajakan semuanya dinyatakan valid. 

b) Sanksi Perpajakan ( X j ) 

llasi! pengujian validitas dari pemyataan pada variabel Sanksi 

Perpajakan adaiah sebagai berikut: 

Tabel IV.13 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Sanksi Pcrpajakan ( X 2 ) 

Pemyataan Thitung Ftabei Keterangan 
1 0,547 0,196 Valid 
2 0,612 0,196 Valid 
3 0,632 0,196 Valid 
4 0,682 0,196 Valid 
5 0,498 0,196 Valid 
6 0,535 0,196 Valid 
7 0,624 0,196 Valid 
8 0,699 0,196 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang diiakukan oleh 

penuiis. maka dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) pemyataan pada 

variabel Sanksi Perpajakan semunya dinyatakan valid. 
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c) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Hasil pengujian validitas dari pemyataan pada variabel kepatuhan 

wajib pajak adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.14 
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Pemyataan Fhitung Ftabei Keterangan 
\ 1 0,276 0,196 Valid 

2 0.605 0,196 Valid 
3 0,832 0,196 Valid 
4 0,801 0,196 Valid 
5 0,351 0,196 Valid 
6 0,620 0,196 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan hasii pengujian data validitas yang diiakukan oleh 

penuiis, maka dapat disim[iulkan bahwa 6 (enam) pemyataan pada 

variabel kepatuhan wajib pajak semuanya dinyatakan valid. 

Dilihal dari hasil pengujian validitas yang diiakukan terhadap 

pemyataan-pemyataan dalam variabel (Xi ,X2 dan Y), didapat bahwa 

semua yang valid, variabel X| memiliki 11 pertanyaan yang valid, 

variabel X2 memiliki 8 pertanyaan yang valid dan variabel Y memiliki 6 

pertanyaan yang valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Modernisasi Sistcm 

Administrasi (X|) , Sanksi Perpajakan (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) dapal dilihat pada tabel IV. 15 sebagai berikut; 
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Tabe! IV. 15 
Hasil Uji Reliabilitas 

Nilai Standar 
Variabel CronbachN 

Alpha 
Cronbac\s 

Alpha 
Keterangan 

X, 0J7Q 0,6 Reliabel 
X2 0,743 0,6 Reliabel 
Y 0,662 0,6 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabcl IV. 15 menunjukkan bahwa hasil pengujian 

reliabilitas untuk variabel Sistem admnistrasi perpajakan (X|) , Sanksi 

Perpajakan (X2) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dinyatakan 

reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,6. Berarti semua 

butir butir pemyataan dalam variabel terscbut dapat digunakan leih dari 

satu kali dengan alat pengukuran yang sama. 

3) Uji Asumsi Klasik 

Scbelum melakukan analisis data maka data harus diuji sesuai 

asumsi klasik yang berlujuan untuk mendapatkan regresi yang baik 

terbebas dari ketidaknormalan regresi.autokorelasi, multikolinearitas 

dan heterokedastisitas. 

a) Uji Normalitas 

Indikasi gejala muUikoliniritas dapat dilihat dari nilai R Square 

(R2) normalitas dengan P-P plot dalam penelitian ini dibantu dengan 

SPSS 2! Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar IV.I berikut 

ini ; 
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Gambar IV. 1 
Hasil Output SPSS 

Uji Normalitas (normal P-P plot) 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: Kepatuiiai> Wajib Pajak 

Observeo Cura Prob 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan gambar IV. 1 diatas menunjukkan bahwa grafik 

normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal 

(tidak terpencar jauh dari garis lurus) dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Jadi 

model regresi ini layak dipakai karena memenuhi asusmi normalitas. 

b) Uji Multikoliniritas 

uji multikoliniritas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 

dengan hasil berikut: 
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Tabel IV. 16 
Hasil Pengujian Multikoliniritas 

Coefficients* 
Model CoUinearity Statistics Model 

Tolerance VIF 
(Constant) 

I Modernisasi Sisiem ,796 1,256 
Administrasi 
Sanksi Perpajakan ,796 1,256 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Data Primer Dio!ah,20i 7 

Berdasarkan tabel IV. 16 diatas nilai tolerance setiap variabel ~> 

0,1 dan niali VIF < iO maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikoliniritas anatar variabel bebas dalam penelitian. 

c) Uj: Hetcroskedastisitas 

Uji hetcroskedastisitas dengan Scatterplot dalam penelitian ini 

dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut: 

Gambar 1V.2 
Hasil Output SPSS 

Uji Hetcroskedastisitas {normal P-P Plot) 
ScaMetplot 

Dependent V ariable: Kepatuhan Wajib Pajak 

0 /-V ^ 

Regression Standardized Predicted Value 
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Sumber; Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan gambar II.3 menunjukkan bahwa data tersebar 

disekita titik-titik nol dan lidak ada pola yang jelas pada penyebaran 

titik-titik diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian 

ini. 

d) Uji Autokorelasi 

Uji Durbin Watson penelitian ini dibantu dengan SPSS for 

window versi 21 dengan hasil sebagai berikut: 

Tabei IV.I7 
Hasil Pengujian Autckorelas; 

Model Summary" 
Modci R R Adjusted R Sid. Error of Durbin-

Square Square the Hstimaie Watson 
1 ,558"̂  ,311 ,297 2,53116 1,918 
a. Predictors; (Constant), Sanksi Pcrpajakan, Modernisasi Sistem 

Administrasi 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabcl IV. 17 nilai Durbin Watson pada penelitian 

ini yaitu sebesar 1,918 berkisar -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi 

autokorelasi. 

4) Uji Koefisien Determinasi {R Square) 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan model menenlukan proporsi atau presentasi total 

variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada 

diantara 0 sampai 1. Jika nilai R square mendekati O.berarti kemapuan 
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variabel-variabel independen dalam menjeiaskan variabel dependen 

amat terbatas. Jika nilai R square mendekati 1, berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS for 

window versi 20 diperoleh nilai R square sebagai berikut: 

Tabel IV.18 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary'' 
Model 

1-^ 
Adjusted R Std. brror ofiDurbin-

Square Square ths Estimate Watson 
1 .558' ,311 ,297 2,53118 1.913 
a. PrediclOis: (Constant). Sanksi Perpajakan, Modernisasi SisTcm 

Axdrninistrasi 
b. Dependent Variable; Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber : Data Primer Diolah, 201 7 

Berdasarkan tabel IV. 18 diperoleh nilai R square sebesar 

0,311 atau 31,1%. Hasil ini berarti 31.1% variabel Kepatuhan Wajib 

Pajak dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistcm administrasi dan 

sanksi pcrpajakan, sedangkan sisanya 68,9 % dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini menggambarkan 

bahwa penelitian mengenai modernisasi sistcm administrasi dan 

sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan 

model pada penelitian selanjutnya. 

5) Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

ada atau lidak adanya hubungan alau pengaruh antar variabei yang 
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lebih dari satu variabel terikat. Sebelum diiakukan uji hipotesis 

mengenai signifikan antara hubungan variabel bebas dan variabei 

terikat, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah sebuah model 

regresi memiliki hubungan yang linear. Setclah melakukan uji regresi 

dengan SPSS for window versi 20 maka hasil yang didapat bisa 

dilihat pada tabel berikui: 

1 abcl IV.19 
llasil Uji Regresi Linear Berganda 

CoefTicients* 
iJiistandardi/ed Standardized Collineariiy 

Model Coefficients Coefficients t ig- Statistics 

B htd. ivrror Beta '! olcrance VIF 

(Constant) ,151 i .958 ,162 000 
Modernisasi Sistem 
Administrasi 156 ,053 ,278 ,948 004 ,796 .256 

Sanksi Perpajakan 266 ,067 ,374 ,956 000 ,796 ,255 
a. Dependent Variable: Kepaiuhan Wajib Pajak 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel IV.19 diatas hasil regresi linear berganda 

menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi (X[), 

Sanski Pcrpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat 

digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Y - a + b|X| + b2X2 

Y - 0 , 1 5 1 +0,156X1 + 0,266X2 

Dari persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa : 

a. Pengaruh modernisasi sistem administrasi (Xj) secara parsial 

terhadap kepatuhan wajib pajak (V) 
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Nilai koefisien regresi modernisasi sistem administrasi (X]) 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,156 (15,6%), 

berarti bahwa modernisasi sistem administrasi ( X i ) memilki hubungan 

terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 100% maka akan 

meningkatkan penerimaan pajak sebesar 15,6%, sebaliknya jika ada 

penurunan modernisasi sistem administrasi ( X | ) sebesar 100% maka 

akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 15,6%. 

b. Pengaruh sanksi perpajakan (X2) secara parsial terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Y) 

Nilai koefisien regresi sanksi pcrpajakan (X2) terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0.266 (26,6%) berarti 

baliwa sanksi pcrpajakan (X2) memiliki hubungan terhadap kepatuhan 

wajib pajak (Y) yaitu sebesar 26,6% artinya jika ada kenaikan sanksi 

perpajakan sebesar 26,6%, sebaliknya jika ada penurunan sanksi 

perpajakan (X2) sebesar 100% maka akan menurunkan penerimaan 

pajak sebesar 26,6%. 

6) Uji Hipotesis 

a) Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F) 

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh 

modernisasi sistcm administrasi dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel IV.20 

Hasil Uji F 

ANOVA* 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 280,806 2 140,403 21,915 ,000' 
Residual 621,459 97 6,407 
Total 902,265 99 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi 

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 

Berdasarkan label IV.17 diatas hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa nilai Fhn^n^ untuk variabel modernisasi sistem administrasi 

(X|) , Sanksi perpajakan (X2) dan kepatuhan wajib pajak (V) adalah 

sebesar 21,915. Sedangkan nilai Ftabei untuk taraf signifikan sebesar 

(a) = 5% dan derajat kebebasan (dt) = n-k-1 - (100-2-1) adalah 

sebesar 0,1975. 

Pengambiian keputusan hasil uji F, jika Fhuunp < Ftahci 3lau 

Fhitung > Fiabci maka Ho diterima dan Ha ditolak. Pada penelitian ini 

Fhiiung > Ftabei ( 21,915 > 0,1975 ), sehingga dapat dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak sedangkan Ha diterima. Secara simuitan, 

modernisasi sistem administrasi ( X i ) , sanksi perpajakan (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap kepaiuhan wajib pajak (Y). Dari 

hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan yang muncul adalah 

sebesar 0,000 yang berarti sig F (0,000) < a (0.05), hal ini 

menunjukkan bahwa variabel bebas memilki pengaruh yang kuat 

terhadap variabel terikal. Oleh karena itu. semakin tinggi 
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,modeniisasi sistem admnistrasi, sanksi perpajakan maka semakin 

tinggi pula tingkal kepatuhan wajib pajak. 

b) Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh 

modernisasi sistem administrasi serta sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabei IV .2I 

Hasil Uji t 

C o e f f i c i e n t s ' 

Un standardized Standardized 
Model Coefficients Coefllcients T Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 8,151 1,958 4,162 000 
Modernisasi 
Sistem .156 ,053 ,278 2,948 004 
Administrasi 
Sanksi 
Perpajakan ,266 ,067 ,374 3,956 000 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

3. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi (X|) secara parsial 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Berdasarkan tabei IV. 18 diatas hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa nilai thitung untuk variabel modernisasi sisiem administrasi (Xi) 

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,948 , sedangkan nilai I tahd 
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dengan taraf signifikan (a) =5% dan derajat kebebasan (df) ̂  n-k-1 (100-2-

1) adalah sebesar 1,9847. Diketahui nilai thitung < fobei (2,948 < 1,9847). 

Hal ini berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara modernisasi sistem 

administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Diketahui juga bahwa nilai signifikan variabel modcmisasi sistem 

admnistrasi sebesar 0,04 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

modcmisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pcneiitian scbelumnya yang 

dikemukakan oleh Gede (2016) bahwa nn^demisasi sistcm administrasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan 

penelitian yang dilakukuan oleh penuiis bahwa modcmisasi sitcm 

administrasi juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

b. Pengaruh sanksi perpajakan (X2) secara parsial terhadap kepatuhan 

wajib pajak (Y) 

Berdasarkan tabel IV.IS diatas hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa nilai thitung untuk variabel sanksi perpajakan (X2) terhadap 

kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 3,956, sedangkan nilai habci dengan 

taraf signifikan (u) =̂ 5% dan derajal kebebasan (df) = n-k-1 =('00-2-1) 

adalah 1,9847. Diketahui nilai thuung > tjabci (3,956 >1,9847). Hal ini 

berarti secara parsial ada pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. maka Ho ditolak dan Ha diterima. Diketahui juga 

bahwa nilai signifikan variabel sanksi pcrpajakan sebesar 0,005 < 0,05 
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maka dapal disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian scbelumnya yang diiakukan 

oleh Zaenuddin (2014) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukuan 

olch pcnulis bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan 

terhadap kepaiuhan wajib pajak. 

c. Pengaruh modernisasi sistem administrasi (Xi) dan sanksi pcrpajakan 

(X2) secara simuitan terhadap kepahihan wajib pajak (Y) 

Secara simuitan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Hasil regresi dengan menggunakan tingkat signifikan 

0.05 menunjukkan hasil koefisien determinasi {Rsquare) sebesar 0,311 

atau 31,1% sedangkan hasil uji F sebesar 21,915 dengan hasil signifikan 

sebesar 0,000<0,05. Hasil ini menjadi dasar penarikan simpulan bahwa 

secara simuitan variabel modernisasi sistem ad mi nistrasi,sanksi pcrpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama 

Seberang Ulu Palembang. 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan lerhadap 

Kepaiuhan Wajib Pajak maka dapat dikemukakan beberapa hai yang 

merupakan kesimpulan daii penelitian ini bahv/a modernisasi sistem 

administrasi dan sanksi perpajakan signifikan dan positif memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

penerapan modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan maka 

semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas , dapal dikemukakan beberapa saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-

pihak lain adapun saran yang diberikan, antara lain : 

1. Pada hasil pcneiitian yang menunjukkan bahwa variabel yang 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem 

administrasi dan sanksi perpajakan maka langkah operasional yang dapat 

ditempuh adalah dengan meningkatkan penerapan terhadap sistem 

administrasi tentang perpajakan khusnya dalam bidang pelayanan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan 

penambahan variabel. Hal ini karena kepatuhan wajib pajak tidak hanya 
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dipengaruh oleh 2 (dua) variabel saja seperti modernisasi sistem 

administrasi dan sanksi perpajakan, tetapi masih banyak faktor lain 

seperti kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan tingkat 

pemahaman. Pengembangan teknik pengumpulan data pada peneliti 

selanjutnya dapat diiakukan dengan wawancara secara terstruktur kepada 

seluruh responden agar mendapatkan infromasi yang dibutuhkan secara 

lengkap dan akurat. 
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